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ABSTRAK

Sistem demokrasi di Indonesia terus berkembang untuk memastikan keterwakilan
rakyat yang lebih baik. Salah satu lembaga yang menjadi simbol keterwakilan
daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, hingga saat ini, formulasi
Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPD masih menghadapi berbagai
tantangan, seperti kurangnya transparansi, potensi konflik kepentingan, dan
keterbatasan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Kelemahan
ini menghambat efektivitas DPD dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai
perwakilan daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini mengkaji
constituent recall sebagai alternatif proses PAW yang lebih demokratis, adil, dan
sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan
konseptual dan perundang-undangan. Berdasarkan sumber data sekunder berupa
bahan hukum primer yakni Undang-Undang Dasar 1945, serta bahan hukum
sekunder dihimpun dari literatur hukum, jurnal akademik, dan peraturan
perundang-undangan. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kedaulatan
rakyat, teori perwakilan, dan maslahah mursalah. Perspektif ini tidak hanya
mengevaluasi PAW dari sisi legalitas tetapi juga menimbang aspek moral dan etis
sesuai syariat Islam. Dengan pendekatan berbasis maslahah mursalah, penelitian
ini menitikberatkan pada penciptaan sistem yang mengutamakan kemaslahatan
umum, keadilan, dan akuntabilitas publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi constituent recall dapat
memberikan solusi signifikan terhadap kelemahan sistem PAW saat ini. Formulasi
ini memungkinkan rakyat daerah untuk langsung terlibat dalam pengawasan dan
evaluasi kinerja anggota DPD, memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap
proses PAW. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan
kemaslahatan dalam Islam, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara
kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, constituent recall tidak
hanya relevan secara hukum tetapi juga dapat memperkuat peran DPD dalam sistem
demokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Constituent recall, Maslahah mursalah, Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), Pergantian Antar Waktu (PAW).
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Abstract

The democratic system in Indonesia continues to evolve to ensure better
representation of the people. One of the institutions that symbolize regional
representation is the Regional Representative Council (DPD). However, until now,
the formulation of the Interim Replacement (PAW) for DPD members still faces
various challenges, such as a lack of transparency, potential conflicts of interest,
and limited public participation in the decision-making process. These weaknesses
hinder the effectiveness of the DPD in carrying out its primary function as regional
representation. To address this issue, this research examines constituent recall as
an alternative, more democratic, fair, and Islamic law-compliant process for PAW.

This study employs a normative legal method with a conceptual and
regulatory approach. The data sources include primary legal materials, such as the
1945 Constitution, and secondary legal materials gathered from legal literature,
academic journals, and regulations. The theoretical framework used includes the
theories of popular sovereignty, representation, and maslahah mursalah. This
perspective not only evaluates PAW from a legal standpoint but also considers the
moral and ethical aspects in accordance with Islamic law. Using a maslahah
mursalah-based approach, this research focuses on creating a system that
prioritizes public benefit, justice, and public accountability.

The research findings indicate that the implementation of constituent recall
can provide significant solutions to the weaknesses of the current PAW system. This
formulation allows regional citizens to be directly involved in overseeing and
evaluating the performance of DPD members, thus giving stronger legitimacy to
the PAW process. Furthermore, this approach is in line with the values of justice
and public welfare in Islam, which emphasizes the importance of balancing
individual and societal interests. Therefore, constituent recall is not only legally
relevant but can also strengthen the role of the DPD in Indonesia's democratic
system.

Keywords: Constituent recall, Maslahah mursalah, Regional Representative
Council (DPD), Interim Replacement (PAW).
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KEMBALI. KALAU PERLU DAN MEMANG PERLU, PAKAIAN DAN

MAKANAN DIKURANGI.

(Tan Malaka)

JANGAN TAKUT JATUH, KARENA YANG TIDAK PERNAH

MEMANJATLAH YANG TIDAK PERNAH JATUH. JANGAN TAKUT

GAGAL, KERANA YANG TIDAK PERNAH GAGAL HANYALAH ORANG-

ORANG YANG TIDAK PERNAH MELANGKAH. JANGAN TAKUT SALAH,

KERANA DENGAN KESALAHAN YANG PERTAMA KITA DAPAT

MENAMBAH PENGETAHUAN UNTUK MENCARI JALAN YANG BENAR

PADA LANGKAH YANG KEDUA.

(Buya Hamka)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan sistem demokrasi di Indonesia telah mengalami modernisasi. Pada
awalnya, demokrasi berbentuk demokrasi langsung, namun seiring waktu
berubah menjadi demokrasi perwakilan dengan hadirnya lembaga-lembaga
seperti DPR, DPRD, dan DPD. Kehadiran lembaga-lembaga ini menjadi
landasan di mana suara dan kepentingan rakyat diperjuangkan. Dewan
Perwakilan Daerah (yang selanjutnya disebut DPD) adalah salah satu bentuk
representasi daerah yang bertugas untuk mewakili kepentingan daerah di

tingkat Nasional.*

DPD memiliki potensi besar dalam memainkan peran penting dalam
ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui survei yang dilakukan
oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 18 Juni hingga 5 Juli 2018, yang
menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD mencapai
68,7%, lebih tinggi dibandingkan dengan DPR.2 Survey tersebut menunjukan

DPD sebagai lembaga representatif masyarakat masih membawa secercah

! Ryan Muthiara Wasti, Fungsi Refresentasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47:4, (Juni 2017),
hlm. 439-458.

2 Yoga Sukmana, “Survei Lsi: DPR, Lembaga Negara Dengan Tingkat Kepercayaan
Terendah,”  https://Nasional. Kompas.Com/Read/2018/07/31/17242921/Survei-LsiDpr-Lembaga-
Negara-Dengan-Tingkat-Kepercayaan-Terendah, akses 28 Juni 2023.



harapan untuk masyarakat. DPD merupakan konstruksi ketatanegaraan
Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang memiliki kedudukan dalam
kekuasaan legislatif.?

Sebagai lembaga negara yang relatif baru, dengan anggota yang dipilih
secara langsung oleh rakyat dan dengan jumlah yang sama dari setiap provinsi,
tidak mengherankan jika masyarakat memiliki harapan besar terhadap peran
DPD dalam menyuarakan aspirasi mereka melalui pelaksanaan tugas dan
wewenangnya. Namun, dalam perjalanan DPD sebagai lembaga legislatif,
berbagai persoalan terus muncul yang menghambatnya dalam menjalankan
fungsi tersebut. Hingga kini, DPD belum sepenuhnya mampu memastikan
bahwa ia dapat berfungsi sebagai representasi yang efektif bagi masyarakat
daerah. Setidaknya persoalan tersebut disebabkan: Pertama, posisi DPD
sebagai lembaga tinggi negara yang diakui dalam konstitusi, tetapi
kewenangannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan DPR, yang merupakan
kamar parlemen lainnya. Perbedaan signifikan dalam kekuasaan antara kedua
lembaga ini seringkali menjadi hambatan dalam optimalisasi peran DPD dalam
sistem ketatanegaraan.* Kedua, adanya permasalahan terkait unsur partai
politik yang berperan di dalam struktur internal DPD turut membawa sejumlah
dinamika dan tantangan tersendiri. Kehadiran unsur politik ini seringkali

menyebabkan munculnya berbagai persoalan internal yang mengganggu

% Adventus Toding, “DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus
Penguatan,” Jurnal Konstitusi, Vol. 14:2 (Juni 2017), hlm. 297.

4 Putri Noor I[lham Dan Deny Prihatmadja, “Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam
Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Lex Jurnalica, Vol. 5:2 (April 2008), hlm, 77.



jalannya tugas dan fungsi DPD. Hal ini bisa dilihat dalam bentuk konflik
kepentingan yang kerap muncul akibat adanya afiliasi politik tertentu di antara
anggota DPD, yang seharusnya berfokus pada kepentingan daerah. Ketegangan
antara kepentingan partai politik dan tujuan utama DPD sebagai lembaga
representasi daerah seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan
serta menimbulkan perbedaan pandangan di antara anggotanya, sehingga
memengaruhi efektivitas lembaga ini dalam menjalankan peran dan
wewenangnya.® Ketiga, ketiadaan mekanisme recall yang jelas dan tegas
menjadi salah satu kelemahan yang dihadapi DPD. Mekanisme ini, yang
seharusnya berfungsi untuk menarik atau memberhentikan anggota yang tidak
lagi memenubhi syarat atau melanggar aturan, saat ini lebih banyak diselesaikan
secara internal oleh DPD sendiri. Ketergantungan pada penyelesaian internal
ini sering kali menimbulkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Tanpa
mekanisme recall yang kuat dan objektif, sulit bagi masyarakat dan pihak
eksternal untuk memantau dan memastikan bahwa anggota DPD benar-benar
menjalankan tugas mereka sesuai mandat. Ini mengakibatkan terjadinya
kelemahan dalam menjaga integritas lembaga serta memperlambat upaya
reformasi internal yang diperlukan.

Recall sendiri pertama kali diterapkan di negara Amerika yang mana

pada waktu itu mengedepankan hak konstituen atau hak rakyat pemilih untuk

® Hebby Rahmatul Utamy dan Roni Efendi, “Kedudukan Keanggotaan Dewan Perwakilan
Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan,” Pagaruyuang Jurnal Law, Vol. 3:1 (Juli 2019), hlm. 5.



menarik kembali wakil rakyatnya apabila dianggap melenceng dari tugasnya.®
Mekanismenya yaitu dengan cara melalui inisiatif konstituent atau pemilih.
Dengan dibuatkan petisi dan diajukan kepada Badan Perwakilan Rakyat.
Kemudian, apabila disetujui maka dapat diadakan pemilihan kembali untuk
menentukan calon anggota parlemen.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara
jelas apa definisi dari hak recall, namun umumnya praktik ini lebih dikenal
dengan sebutan Pergantian Antar Waktu (PAW).” Sejauh ini terkait mekanisme
Pergantian Antar Waktu di DPD masih mengalami problematis yang perlu
dibenahi. Apabila melihat Pasal 22D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat
diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam
undang-undang™®, artinya pengaturan mengenai pemberhentian anggota DPD
terbuka untuk ditata.

Berdasarkan data dari KPU RI, Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota
DPD selama periode 2014-2019 terjadi di 12 provinsi dengan total 32 kali
pergantian. Sementara itu, untuk periode 2019-2024 (berdasarkan data
terakhir), PAW dilakukan di 2 provinsi dengan total 2 kali pergantian. Dari

keseluruhan pergantian tersebut, mayoritas disebabkan oleh anggota yang

6 Muttagien Al, “Implikasi Penggantian Antar Waktu (paw) Anggota Dpr/Dprd Oleh Partai
Politik Terhadap Demokrasi,” Jurnal Sosial Humaniora Sigli, Vol. 3:1, (Juni 2020), hlm.4.

7 Achmad Zarkasyi Yahya, Urgensi Penerapan Constituent Recall, Jurnal Mengkaji
Indonesia, Vol. 2:1, (Juni 2023), hlm. 63-69.

8 Pasal 22D Ayat (4).



meninggal dunia (7 orang) dan yang mengundurkan diri (24 orang), sedangkan
hanya 1 anggota DPD yang diberhentikan..®

Data tersebut menunjukkan bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW)
seringkali dilakukan oleh DPD untuk mengisi kekosongan jabatan yang terjadi
selama masa jabatannya. PAW yang terjadi pada periode tersebut dilakukan
secara internal oleh DPD RI, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan KPU
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan tersebut menjelaskan
bahwa proses recall diambil dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD di
provinsi yang bersangkutan, di mana calon dengan jumlah suara terbanyak
setelahnya akan dipilih sebagai pengganti. Namun, penting untuk ditelaah
bahwa pengusulan calon PAW diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
berdasarkan surat permintaan PAW yang diajukan oleh pimpinan DPD sendiri,
sehingga tetap ada keterlibatan signifikan dari internal DPD dalam proses ini.?

Oleh karena itu, tugas utama dalam merumuskan mekanisme
Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi DPD adalah memastikan adanya
mekanisme hak recall yang lebih tegas. Saat ini, hak recall tidak memiliki
kekuatan yang cukup efektif dan rentan terhadap konflik kepentingan karena

proses penyelesaiannya dilakukan secara internal melalui Pimpinan DPD dan

9 “Pergantian Antar Waktu,” PAW (blog), publikasipaw.kpu.go.id. akses pada 28 Juni 2023.

10 Soebardjo, “Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem

Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia,” Jurnal Hukum, Vol.14:1 (Januari 2007), hlm.

146.



Badan Kehormatan (BK) DPD. Untuk menciptakan sistem yang lebih efisien
dan aspiratif, diperlukan mekanisme yang memperkuat mekanisme ini. Selain
itu, keterlibatan unsur eksternal dalam proses PAW menjadi penting untuk
meningkatkan pengawasan yang lebih objektif dan menyehatkan dalam
membatasi kekuasaan. Langkah ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat
sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum, dengan tujuan
menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih transparan dan akuntabel !

Sehingga  Constituent Recall merupakan ide dasar yang
melatarbelakangi judul penelitian “Constituent Recall Sebagai Alternatif
Proses Pergantian Antar Waktu Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia.” Setidaknya ada dua alasan utama yang mendasari hal
ini. Pertama, sesuai dengan Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945, calon anggota
DPD merupakan individu yang tidak terikat pada institusi tertentu seperti partai
politik dalam hal pertanggungjawaban mereka. Artinya, mereka berdiri secara
independen dan tidak terikat pada afiliasi politik tertentu. Kedua, konsep
representasi regional yang diemban oleh DPD, yaitu untuk mewakili
kepentingan daerah di tingkat pusat, seharusnya menjadikan DPD lebih dekat
dan lebih responsif terhadap pemilih di daerah dibandingkan dengan lembaga
lain. Dengan demikian, peran DPD dalam mewakili urusan kedaerahan harus

lebih efektif dalam menjembatani aspirasi masyarakat daerah ke tingkat pusat.

1 M. Tasbir Rais, “Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya,” Makalah
disampaikan pada Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, diselenggarakan
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011, hlm. 10



B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana problematika ketiadaan mekanisme Pergantian Antar Waktu
bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah?

2. Bagaimana formulasi Pergantian Antar Waktu yang ideal bagi Anggota

Dewan Perwakilan Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Disusun untuk mengetahui dan memaparkan problematika ketiadaan
mekanisme Pergantian Antar Waktu bagi Anggota Dewan Perwakilan
Daerah.
b. Disusun untuk mengetahui formulasi Pergantian Antar Waktu yang
ideal bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah
2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan di
dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, khususnya di dalam
pemikiran terkait formulasi PAW bagi DPD. Di sisi lain, tulisan ini
juga dapat bermanfaat untuk memperkaya referensi terkait formulasi

PAW yang ideal bagi Anggota DPD.



b. Kegunaan Praktis
Hal ini berguna untuk mendorong adanya pemecahan salah satu
problematika PAW bagi Anggota DPD, dengan merujuk kepada aturan
yang seharusnya (das sollen) untuk menilai apakah suatu konsep dapat
diterapkan secara benar dengan menimbang kecocokan (relevansi)

atau ketidakcocokkan (diskrepansi) konsep.

D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema
“Constituent Recall Sebagai Alternatif Proses Pergantian Antar Waktu Dewan
Perwakilan Daerah”, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki
keterkaitan dengan tema tersebut diantaranya:

Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Renis Fitri dari Fakultas
Syariah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung dengan judul
“Analisis Figih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Kepada Anggota
DPR.”'? Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai hak recall partai
politik kepada anggota DPR yang kedudukannya sebagai wakil rakyat
sekaligus partai politik. Penelitian ini menggunakan pandangan figih siyasah.
Perbedaan mendasar dalam penelitian tersebut dapat dilihat dari lembaga

negara dan teori yang dipakai. Penulis akan meneliti lembaga negara DPD dan

12 Renita Fitri, “Analisis Fiqih Siyasah Tentang Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota
DPR,” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung (2018).



akan mengkaji formulasi apa yang ideal untuk DPD dengan menggunakan teori
kedaulatan rakyat, teori perwakilan dan Maslahah Mursalah.

Kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Nizamuddin Zulfikar dari
Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “Pengaturan Recall dalam
Perspektif Negara Hukum Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”13 Secara garis besar skripsi tersebut
membahas tentang prosedur recall yang dilakukan oleh partai politik sesuai
dengan Pasal 22 B Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan penulis akan
melakukan penelitian terkait formulasi PAW bagi anggota DPD dari sudut
pandang macam-macam recall yang tepat untuk ditetapkan.

Ketiga, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad
Irfan Hilmy dan Trian Marfiansyah, dari Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya dalam Jurnal Volksgeis dengan judul “Recall Referendum sebagai
Alternatif Proses Penggantian Antar waktu Lembaga Legislatif di Indonesia”.*
Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai Recall referendum yang
melibatkan rakyat secara langsung. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak yang
bukan hanya untuk memilih, tetap juga hak untuk mencabut pilihannya. Proses

Recall referendum dilakukan sepenuhnya sesuai keinginan rakyat dan melalui

penentuan yang mereka lakukan dengan menarik anggota legislatifnya. Dengan

13 Nizamuddin Zulfikar, “Pengaturan Recall Dalam Prespektif Negara Hukum Demokratis
Berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Jember (2012).

14 Muhammad Irfan Hilmy dan Trian Marfiansyah, “Recall Referendum sebagai Alternatif
Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia,” Volkgeist, Vol. 4:1 (2021), hlm
101-113.
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demikian, rakyat akan memiliki kontrol langsung atas proses recall seperti
halnya rakyat memilih wakilnya dalam pemilihan. Perbedaan penelitian
terletak pada formulasi PAW yang mana penyususun lebih fokus meneliti
bagaimana ketiadaan kinerja PAW bagi anggota DPD serta formulasi PAW
yang ideal bagi anggota DPD.

Keempat, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Ni’matul
Huda, Dosen Hukum Tata Nergara Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia dalam Jurnal Mimbar Hukum dengan judul “Recall Anggota DPR
dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia”.!® Penelitian ini
membahas tentang konsep recal/l DPR dan DPRD dimulai dari sejarah recall
di masa orde baru, recall di masa reformasi hingga recall pada putusan MK.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa setelah dikeluarkannya Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 22-24/PUU-VI1/2008,
seharusnya dibutuhkan penyempurnaan pengaturan mengenai Recall anggota
DPR dan DPRD oleh partai politik karena terdapat perubahan sistem yang
semula dari sistem pemilu proporsional terbuka dengan daftar nomor urut
menjadi sistem dengan suara terbanyak. Dengan demikian harus sudah
dilakukannya minimalisasi untuk hegemoni partai politik dalam recalling
anggota partai politik dari DPR dan DPRD. Adapun hal yang serupa antara
jurnal penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh penyusun berada pada

pembahasan secara yuridis mengenai recall. Sedangkan skripsi penyusun fokus

5 Ni’matul Huda, “Recall Anggota DPR dan DPRD dalam Dinamika Ketatanegaraan
Indonesia,” Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23:3 (2011), hlm. 431-645.
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membahas mengenai formulasi constituent recall di DPD bukan membahas
mengenai pemberhentian anggota partai politik dari DPR dan DPRD.

Kelima, adalah artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad
RM Fayasy Failaq dkk, dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam
Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual dengan judul “Constituent Recall bagi
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI1.”%® Secara garis besar penulis
akan melanjutkan penelitian jurnal tersebut dan akan menjadikan rujukan
utama. Hal yang akan membedakan skripsi yang ditulis penyusun dengan
jurnal tersebut terletak di landasan teori yang mana penulis akan melihat dari
sudut pandang teori kedaulatan rakyat, teori perwakilan dan masalahah
mursalah sehingga hasil penelitiannya yaitu terkait formulasi PAW yang ideal
bagi DPD.

Berdasarkan sejumlah literatur yang telah dijelaskan sebelumnya,
terdapat beberapa tema yang relevan dan signifikan untuk mendukung
penelitian skripst ini. Meskipun demikian, banyak di antaranya yang masih
fokus pada pembahasan hak recall bagi anggota DPR, dan pembahasan
tersebut cenderung bersifat umum.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kedaulatan Rakyat

16 Muhammad RM Fayasy Failaq, “Constituent Recall bagi Anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI,” Makalah disampaikan pada Prosiding Seminar Hukum Aktual Dinamika dan
Tantangan Pemilu 2024, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
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Gagasan pokok mendasar teori kedaulatan rakyat merupakan teori yang
sangat sederhana dimana rakyat adalah sumber utama kekuasaan tertinggi
dalam suatu negara. Bung Hatta menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat
berarti pemerintahan oleh rakyat. Ide kedaulatan rakyat merupakan
gagasan yang muncul sebagai respon terhadap teori kedaulatan raja atau
monarki yang sering kali menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan yang
menimbulkan tirani dan penderitaan rakyat.!’

Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa setiap individu
mempunyai kehendak sendiri, namun ada pula kepentingan para individu
untuk menjaga hubungan sosial. Hal demikian dikenal dengan kehendak
umum atau volonte generale. Sehingga negara memiliki tugas untuk
menjalankan kehendak umum dari rakyat. Dengan demikian kehendak
rakyat 1identik dengan kehendak negara dan rakyatlah pemilik
kedaulatan.®

Perwujudan kedaulatan rakyat selalu berkaitan dengan sistem
demokrasi. Hendra Nurtjahyo menyatakan bahwa terdapat setidaknya tiga
prinsip pokok kedaulatan rakyat yaitu:

a. Kebebasan

b. Kesamaan

17 Khairul Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum
Anggota Legislatif,” Jurnal Konstitusi, Vol 7: 3 (2010), hlm. 124.

18 Rudy, “Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945, Jurnal limu Hukum,
Vol.7:3, (2013), him. 258.
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c. Kedaulatan suara mayoritas.®

Dengan demikian kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang
dipegang oleh rakyat. Sehingga semua peraturan dan kekuasaan yang
dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
rakyat.

Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori kedaulatan rakyat
berkaitan erat dengan bagaimana constituent recall Bagi Anggota Dewan
Perwakilan Daerah karena sejauh ini perlu adanya penataan formulasi
PAW yang ideal bagi anggota DPD, maka penulis berharap dengan
menggunakan teori kedaulatan rakyat dapat mengupas lebih dalam dan

tuntas formulasi PAW dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Teori Perwakilan

Teori perwakilan merupakan duduknya seseorang di lembaga perwakilan,
baik itu karena pengangkatan ataupun penunjukan maupun melalui
pemilihan umum. Sehingga mengakibatkan adanya hubungan si wakil
dengan yang diwakilinya.?

Terbentuknya lembaga perwakilan juga lahir dari adanya dua teori

klasik tentang hubungan wakil dengan yang terwakilinya diantaranya:

19 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 32-33

20 Efriza, Studi Parlemen: Sejarah, Konsep dan Lanskap Politik Indonesia, (Malang:
SETARA Press, 2014), him.14.



14

a. Teori mandat yaitu wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk
merealisasikan kekuasaan terwakili dalam proses politik. Bagi
terwakili teori ini lebih mengungkan karena wakil dapat dikontrol
terus menerus.

b. Teori kebebasan yaitu wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau
terikat secara ketat dari terwakili. Dalam teori kebebasan wakil
merupakan orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki
kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya. Sehingga wakil
dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya.?!

Pada dasarnya teori perwakilan erat kaitanya dengan prinsip
kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam zaman modern kekuasaan rakyat
tidak lagi dilaksanakan secara langsung melainkan dilaksanakan melalui
lembaga perwakilan sebagai realisasi sistem demokrasi tidak langsung.

Menurut Heinz Eulau dan Jhon Whalke menjadi teori perwakilan
menjadi tiga klasifikasi diantaranya:

a. Adanya partai politik

b. Adanya kelompok

¢. Adanya daerah yang diwakili
Dengan adanya klasifikasi tersebut melahirkan tiga jenis

perwakilan, yaitu perwakilan politik (political representative), perwakilan

2L Dahlan Thaib, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,
2000), him. 2.
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fungsional (functional representative), dan perwakilan daerah (regional
representative).?

Dalam penelitian ini, tinjauan mengenai teori perwakilan berkaitan
erat dengan bagaimana Constituent Recall Sebagai Alternatif Proses
Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
karena sejauh ini belum adanya formulasi PAW yang ideal bagi anggota
DPD, maka penulis berharap dengan menggunakan teori perwakilan dapat

mengupas lebih dalam dan tuntas formulasi PAW dalam sistem lembaga

perwakilan di Indonesia.
3. Maslahah Mursalah

Secara etimologi kata maslahah berasal dari bahasa arab yang memiliki
arti “mendatangkan kebaikan” atau “membawa kemanfaatan dan menolak
kerusakan.?® Secara terminologi berasal dari kata salahu, yashluhu,
salahan, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan

2 ¢e

kata mursalah artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama
(al-Qur’an dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau melarangnya.”?*

Imam Al-Ghazali memaknai maslahah mursalah yaitu suatu

konsep dalam dalih aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan

22 Eddy Purnama, Lembaga Perwakilan Rakyat, (Banda Aceh: Syiah Kuala University
Press, 2008), him. 41.

BMunawir Kholil, Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan
Bintang,1955), hlm. 43.

2 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.
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menolak bahaya. Atau kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari’at.®

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memaknai masalahah mursalah sebagai
maslahah yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau
menolaknya.?®

Maslahah mursalah memiliki kaidah umum yaitu, “Menghindari
kemafsadatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”. Syarat
dapat diterapkanya Maslahah Mursalah menurut pendapat Imam Al-
Ghazali adalah:?’

a. Sejalan dengan tindakan syara’

b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’

c. Termasuk dalam kategori masalahah yang dharuri mendesak baik
yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan
berlaku secara universal.

Maka, tepat kiranya penelitian Constituent Recall Sebagai
Alternatif Proses Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia ditinjau dari maslahah mursalah yang berada dalam

pandangan hukum Islam untuk memperoleh kemanfaatan dan menolak

% Hendri Hermawan, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal
llmiah Ekonomi Islam,Vol. 4:1, (2018), hlm. 63-75.

% Abdullah Wahab Khallaf, Umu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany,
Kaidahkaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), him. 123.

27 Abd Haq, dkk, Formulasi Nalar Figh Telaah Konseptual, (Surabaya: Khalista. 2006),
hlm. 237.
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keburukan. Perspektif maslahah mursalah akan digunakan agar

permasalahan juga terjawab dari kacamata hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan
penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan
secara sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah
proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta
doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban
terhadap permasalahan hukum yang ada.?® Secara umum, penelitian hukum
dapat dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan
tujuannya, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.
1. Jenis Penelitian
Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. E. Saefullah
Wiradipradja menguraikan penelitian hukum adalah penelitian yang objek
kajiannya mengkaji norma positif. Selain itu penelitian hukum normatif
disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan

mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.?®

2. Sifat Penelitian

46.

28 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2019). hlm, 29.

2% Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Matara University Press, 2020), hlm.
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Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan
berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta
yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang
telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang

digunakan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari
berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif
serta pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini
menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum
yang sedang diteliti dan konseptual (conceptual approach) untuk mencari

jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.

Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian in1 menggunakan sumber data sebagai berikut:

a.  Sumber data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung
atau melalui pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal
atau majalah (media massa), buku-buku, atau dari lembaga tertentu.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif

maka data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari
studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder diantaranya:
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1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer di dalam penelitian ini mencakup UUD NRI
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (UU MD3), serta peraturan perundang undangan yang
berkaitan dengan lembaga negara yang ada di Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder
Adanya bahan hukum sekunder berperan sebagai penunjang data
primer, seperti jurnal hukum, doktrin hukum dan hasil penelitian
yang berkaitan dengan constituent recall.

3) Bahan Hukum Tersier
Badan hukum tersier berperan dalam memberikan gambaran
lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks

buku hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai
dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (/ibrary research).
Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur
(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil

penelitian terdahulu.
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G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis,
terarah, dan saling berkaitan maka sistematika pembahasan pada skripsi ini
yang berjudul “Constituent Recall Sebagai Alternatif Proses Pergantian Antar
Waktu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” mempunyai
sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisikan latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, penulis akan memaparkan teori yang
digunakan, diantaranya: teori kedaulatan rakyat, teori perwakilan dan teori
Maslahah Mursalah.

BAB III PERGANTIAN ANTAR WAKTU DPD, problematika PAW
bagi DPD serta macam-macam recall.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, meliputi data
penelitian, serta analisa peneliti terhadap data-data dan bahan bahan hukum
sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini. Terdapat 2 (dua) hasil
pembahasan dalam penelitian ini. Pertama, analisis problematika ketiadaan
mekanisme PAW bagi anggota DPD. Kedua analisis formulasi PAW yang ideal
bagi anggota DPD.

BAB V PENUTUP, yakni bab penutup meliputi kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah uraian inti yang penulis analisis dari data dan fakta yang
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telah dirumuskan di bab sebelumnya. Sedangkan saran berisikan rekomendasi

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1.

Representasi daerah dalam sistem legislatif, khususnya di Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), memiliki potensi konflik kepentingan yang
cukup besar jika penyelesaian masalah Pergantian Antar Waktu (PAW)
hanya dilakukan secara internal. Tanpa adanya formulasi eksternal yang
independen, keputusan yang diambil bisa dipengaruhi oleh kepentingan
kelompok tertentu, yang bisa merugikan objektivitas dan keadilan dalam
pengambilan keputusan. Selain itu, tantangan dalam penataan anggota
DPD terletak pada fakta bahwa mereka dipilih sebagai calon perseorangan
dalam pemilu, bukan melalui partai politik seperti halnya anggota DPR.
Kondisi ini menyulitkan proses pengawasan dan recall anggota DPD,
karena mereka tidak terikat langsung dengan institusi politik tertentu yang
dapat memberikan sanksi atau menarik mereka dari jabatan. Dengan
demikian, hal ini menunjukkan pentingnya pembenahan dalam sistem
pemilihan dan pengawasan terhadap anggota DPD untuk memastikan

representasi daerah yang lebih efektif dan transparan.

Formulasi recall yang paling tepat diterapkan bagi anggota DPD adalah

constituent recall, karena anggota DPD dipilih sebagai calon perseorangan

&3
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dan berfungsi sebagai representasi wilayah atau regional. Constituent
recall memungkinkan konstituen, atau rakyat daerah, untuk langsung
mengajukan pemecatan atau penggantian anggota DPD jika mereka tidak
puas dengan kinerja atau keputusan yang diambil oleh wakil mereka. Hal
ini didasarkan pada adanya hubungan timbal balik antara anggota DPD
dengan konstituen mereka di tingkat provinsi. Sebagai wakil yang dipilih
langsung oleh rakyat, anggota DPD harus bertanggung jawab kepada
konstituen mereka, yang memiliki hak untuk menilai kinerja mereka dan,
jika diperlukan, menggantinya melalui formulasi recall. Dengan demikian,
constituent recall memastikan bahwa anggota DPD tetap berorientasi pada
kepentingan rakyat dan dapat diatasi apabila tidak lagi efektif dalam

menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, constituent recall merupakan formulasi alternatif
PAW vyang ideal untuk anggota DPD karena memberi konstituen kontrol
langsung atas wakil mereka, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Anggota
DPD pun harus bertanggung jawab atas kinerja mereka. Selain memastikan
akuntabilitas, recall juga melindungi kepentingan umum dan kesejahteraan

masyarakat yang diwakili.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang
dapat dipertimbangkan untuk ntuk menyelesaikan problematika ketiadaan

mekanisme PAW, diantaranya:
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Revisi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Revisi tersebut
mengusulkan perubahan terkait formulasi recall, di mana usulan recall
bukan lagi diajukan oleh Pimpinan DPD, melainkan melibatkan partisipasi
langsung dari rakyat di tingkat Provinsi, karena ini dianggap lebih
mencerminkan kehendak masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, revisi
ini menambahkan alasan recall bagi anggota DPD yang tidak
memperjuangkan aspirasi daerah atau bertindak bertentangan dengan etika
dan nilai-nilai daerah.

Koordinasi Koordinasi yang erat antara pihak pengusul petisi, KPU, dan
Bawaslu sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas
dalam proses recall. Verifikasi petisi harus dilakukan dengan teliti oleh
KPU dan Bawaslu, dengan menjaga tingkat transparansi yang tinggi agar
masyarakat memiliki kepercayaan terhadap jalannya proses tersebut. Selain
itu, KPU dan Bawaslu juga perlu memberikan edukasi kepada publik
mengenai prosedur recall agar pemahaman masyarakat terhadap
mekanisme ini menjadi tepat. Kolaborasi yang harmonis antara ketiga
pihak ini sangat krusial untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam

pelaksanaan recall.
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